
BUPATI KATINGAN 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
PERATURAN BUPATI KATINGAN 

NOMOR 44 TAHUN 2020 
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KATINGAN,

Menimbang : bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
Pasal 160 tentang Pergeseran Anggaran Antar Jenis Belanja 
melalui mekanisme Penetapan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dan Rapat Gabungan 
Komisi DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah 
Kabupaten Katingan membahas Mendahului Penetapan 
Peraturan Daerah tentang Peraturan APBD Tahun Anggaran 
2020, maka segera melakukan Perubahan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD mendahului 
Penetapan Peraturan Bupati Katingan tentang Perubahan 
APBD tahun Anggaran 2020, untuk selanjutnya diberitahukan 
kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Katingan dan ditampung 
dalam Rancangan Peraturan Bupati Katingan tentang 
Perubahan APBD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten 
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, 
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan 
Kabupaten Barito Utara Timur Provinsi Kalimantan Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4180);

2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286);

3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400);



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5074);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4138);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4139);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahana Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 248 (Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6279);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5271);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang 
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178)

23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 
2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 194;

24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 
Tahun 2020 tentang Pembahan Postur dan Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah 
Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan 
Tahun 2008 Nomor 3);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Katingan Tahun 2019 Nomor 10), (Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019 Nomor 63);

34. Peraturan Bupati Katingan Nomor 70 Tahun 2019 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah 
Kabupaten Katingan Tahun 2019 Nomor 537),

35. Peraturan Bupati Katingan Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2020 (Berita 
Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2020 Nomor 553); *



MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 44 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI 
KATINGAN NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2020

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019 Nomor 537), 
diubah sebagai berikut:

U R A IA N S E B E L U M  P E R U B A H A N S E T E L A H  P E R U B A H A N IE R T A M B A H / (B E R K U R A N G
P E N D A P A T A N 1J49.163.273.266,00 1.149.651.856.716,77 99.511.416.549.23
P E N D A P A T A N  A S L I D A E R A H 62.565.045.450,00 53.342.524.028,77 9.222.521.421,23
P en da pa tan  Pajak D a e ra h 19 7 00 .2 4 4 .6 8 2 ,0 0 1 1 .2 0 0 .0 00 .00 0.00 8 .5 0 0 .24 4,6 82 ,0 0
Hasil R etribusi D ae fah 5  7 2 9 8 4 4  6 16 .00 3 .2 0 3 0 0 0 .0 0 0 .0 0 2 .52 6.8 4 4 .6 1 6 .0 0
Hasil Pengelo laan  K e kayaa n  D a e ra h  ya n a  D ipisahkan 7 .60 2.4 8 3 .5 2 3 .0 0 7 .63 2.0 0 0 .0 0 0 .0 0 2 9.5 16 ,4 77 ,00
Lain-lain  P en da pa tan  Asli D a e ra h  ya n g  S a h 2 9 .5 3 2 .4 7 2 .6 2 9 ,0 0 3 1 .3 0 7 5 2 4 .0 2 8 ,7 7 1 .77 5.05 1.3 99 ,7 7

D A N A  P E R IM B A N G A N 869.079.878.816,00 881.780.586.688,«) 87.299.289.128,00
B ag i Hasil Pajak/Bagi H asil B uk a n  P ajak  _______________ 7 4.1 83 .5 6 4 .8 1 6 ,0 0 1 13 .85 3 .0 9 1 .6 8 8 ,0 0 3 9 6 6 9 .5 2 6 8 7 2 ,0 0
D a n a  Alokasi U m u m 7 17 .27 0 .8 4 8 .0 0 0 ,0 0 6 36 .08 4 .4 5 1 .0 0 0 ,0 0 8 1 .1 8 6 .3 97 .00 0,00
D a n a  Alokasi K h u s u s 1 7 7 .62 5.46 3.0 00 ,0 0 1 3 1 .8 4 3.04 4.0 00 ,0 0 4 5 .7 8 2 .4 19 .00 0,00

LA IN -LA IN  P E N D A P A T A N  D A E R A H  Y A N G  SA H 217.518.352.000,00 214.528.746.000.00 2.989.606.000,00
P enda pa tan  H ibah 2 5 .3 2 7 5 0 0  0 0 0 .00 2 6.4 88 .5 0 0 .0 0 0 .0 0 1 61 .00 0.00 0.0 0
D a n a  B agi Hasil P a iak  dari Provinsi d a n  P em e rinta h  D a e ra h  lainnya 3 0  5 20 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 3 0 .5 2 0 .0 00 .00 0.00
D a n a  P e n ye su a ia n  d a i  O to n o m i K h u s u s 11.5 K 5-57 1 .0 00,00 1 0 .0 7 9 2 4 3 .0 0 0 ,0 0 1 .48 6.32 8.0 00 ,0 0

P en da pa tan  Lainnya 1 4 3 .1 0 5 2 8 1  IM J.U O 1 4 7 .4 4 1.00 3.0 00 .0 0 1 .66 4.27 8.0 00 ,0 0

B E L A N J A 1.319.153.158.659,15 1.286.585.701.844,88 32.567.456.814,27
B E L A N J A  T ID A K  L A N G S U N G 728.395.144.959,15 862.091.395.410,42 133.696.251.451,27

Belanja  P eg aw a i 416.143.203.1X51,55 4 2 9 .0 1 1 .9 4 9 .2 4 0 .4 5 12.8 68 .7 46 .15 8,90

Belanja  Subsidi 1 .3 5 0 .00 0.0 00 ,0 0 1 .53 0.14 2.1 00 ,0 0 180.14 2.10 0,0 0

B elanja  Hibah 2 3 .3 6 7 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0 2 4  7 17  5 0 0 .0 0 0 ,0 0 1 .35 0.00 0.0 00 ,0 0

Belanja  B antuan S osia l 5 1 .2 9 0 .1 8 9 .3 9 6 ,0 0 3 7 .8 9 4 .7 2 4 .3 9 6 ,0 0 1 3.3 95 .4 65 .00 0,00

Belanja  B agi HasS ke pa da  Provinsi i/Kabupaton/Kota d an  

P em e rinta h  D e s a

3 .5 0 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 3 .50 6.4 5 9 .6 1 7 ,0 0 6 .4 5 9 .6 1 7 ,0 0

Belanja  B an tua n  K e u a n g a n  kepada P rovinsi/Kabupaten/Kota dan 

P em e rintahan D e s a

2 31 .74 4 .2 5 2 .4 8 1 ,6 0 2 2 6 .9 2 5 .7 5 7 .6 5 1 .0 0 4 .81 8 .4 9 4 .8 3 0 ,6 0

B elanja  T id a k  T e rd u g a 1 .00 0.00 0.0 00 ,0 0 1 38.504.863.4C S,9 7 1 3 7 .50 4.86 3,4 05 ,9 7

B E L A N J A  L A N G S U N G 590.758.013.700,00 424.494.305.434,46 168.263.708,286,54

Belania  P eg aw a i 6 2.2 81 .8 3 1 .0 5 4 ,0 0 6 1 .8 1 2 4 5 9 .7 0 0 ,0 0 4 69 .3 7 1 .3 5 4 ,0 0

Belania B a ra n g  d an  Ja s a 2 48  5 17  4 6 9 .5 9 3 ,8 8 1 8 9 .1 0 8.22 4.5 88 ,1 0 5 9 .4 0 9 .2 45 .00 5,78

Belania  Modal 2 79 .95 8 .7 1 3 .0 5 2 ,1 2 1 7 3 .57 3.62 1.1 46 ,3 6 106 .38 5.09 1.9 05 ,7 6

S U R P L U S /  (D E F IS IT ) 69.989.885.393,15 136.933.845.128,11 6 6.9 43 .9 59 .73 4,96

P E M B IA Y A A N  D A E R A H

P E N E R IM A A N  P E M B IA Y A A N  D A E R A H 77.389,885.383,15 144.333.845.128,11 6 6.9 43 .9 59 .73 4,96

S is a  Lebih P erhitungan A n g q a ra n  T a h u n  A n g g a ra n  S e b e lu m n ya 7 7.3 89 .8 8 5 .3 9 3 ,1 5 1 44  3 3 3 8 4 5  128,11 6 6 .9 4 3 .9 5 9 7 3 4 ,9 6

P E N G E L U A R A N  P E M B IA Y A A N  D A E R A H 7.400.000.000,00 7.400.000.000,00 '

P o nyA rtaan  N b d ai Hnveslasft P em e rinta h  D a e ra h 7 .4 0 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 7 .4 0 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 *

___________________ — ____ ______

P F M R IA Y A A N  N E T T O 69.989.885.393,15 136.933.845.128,11

S IS A  L E B IH  P E M B IA Y A A N  A N G G A R A N  T A H U N  B E R K E N A A N



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati Katingan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Katingan.

Ditetapkan di Kasongan

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2020 NOMOR


